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Salinan
PUTUSAN
Nomor 805/Pdt.G/2017/PA.Tgr
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KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten
Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada,
pendidikan D3, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai
Kartanegara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 29 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor
805/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 30 Agustus 2017 telah mengajukan hal-
hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sabh,
menikah pada tanggal 15 Juli 1993, terdaftar pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
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dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxx/xx/xx/xxxx tanggal
XXIXXIXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya
suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di
Jalan Anggrek, RT. 12, No. 12, Kelurahan Sukarame, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 6 bulan,
kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir
berpindah ke rumah kontrakan di Jalan AM Sangaji, Gang H.
Matusin, RT. 03, No. 11, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama;

a. Anak 1, lahir di Tenggarong tanggal 14 Maret 2001;

b. Anak 2, lahir di Tenggarong tanggal 04 Mei 2005;

C. Anak 3, lahir di Tenggarong, tanggal 03 Agustus 2007;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari
tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis
lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengakaran terjadi
dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan, setiap kali
Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang
mempunyai penghasilan, Tergugat menolak dengan alasan Tergugat
hanya ingin berbisnis tambang dan sekarang sedang menjalankan
bisnis tersebut namun sampai dengan sekarang hasil dari bisnis
tambang tersebut selalu tidak ada (nihil), hal tersebut menyebabkan
kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk
mencukupinya dibantu oleh saudara Penggugat;
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6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga
keutuhan rumah tangga dengan cara selalu menerima keputusan
Tergugat tersebut dan selalu menasehati Tergugat tersebut untuk
mencari pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan untuk
menyokong kebutuhan rumah tangga, Tergugat mengindahkan
nasehat tersebut sehingga perselisihan dan pertengkaran dengan
faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016, yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak
pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-
istri;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama
Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke
Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan
yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk
itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya
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Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menjelaskan
tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Penggugat dan
Tergugat sepakat agar Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan
atas kesepakatan tersebut Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Arifin,
S.H., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan
Laporan Proses Mediasi secara tertulis tertanggal 19 September 2017,

mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 15 Juli 1993;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Anggrek RT.12
No.12, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, selama 6
bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan
terakhir di rumah kontrakan di Jalan AM. Sangaji gang H. Matusin
RT.03 No.11 Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa benar pada tahun 2013 ada perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi itu hanya disebabkan
kurang komunikasi saja, karena kalau ada permasalahan tidak

segera dituntaskan;
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- Bahwa memang benar mulai pada tahun 2013 Tergugat tidak
mempunyai pekerjaan, akan tetapi Tergugat sudah berusaha untuk
memperoleh pekerjaan kembali namun rejeki belum ada atau belum
berhasil;

- Bahwa benar Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga
keutuhan rumah tangga dengan cara selalu menerima keputusan
Tergugat yang hanya menginginkan pekerjaan di bidang
pertambangan, dan benar Penggugat selalu menasihati Tergugat
untuk mencari pekerjaan yang lain sehingga mempunyai penghasilan
untuk menyokong kebutuhan rumah tangga tetapi Tergugat tidak
mengindahkan nasihat tersebut dan mengakibatkan perselisihan dan
pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit
untuk dihindari;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak
pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami
isteri, tetapi hal tersebut adalah disebabkan adanya orang ketiga di
pihak Penggugat. Tergugat mengetahui hal tersebut dari surat yang
diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada
gugatannya semula dan secara khusus membantah jawaban Tergugat
sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada orang ketiga dari pihak Penggugat,
memang benar Penggugat pernah menerima surat dari teman lama,
akan tetapi Penggugat tidak ada hubungan khusus dengan teman

Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas,

Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap
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pada jawabannya semula dan menyatakan menginginkan agar

Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermeterai
cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX
tanggal xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat
telah menghadapkan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat yaitu:
Saksil:  Saksi 1, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan

PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara,
menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan ayah
mertua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
pernah tinggal di rumah saksi selama 6 bulan, kemudian
pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Baru, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sampai
sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun
kurang lebih dua tahun ini rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan adalah karena

antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
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bertengkar, dan saksi pernah melihat sendiri perselisihan
dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak
bekerja sehingga tidak bisa menafkahi keluarga, bahkan
saksi juga ikut membantu biaya nafkah dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu Tergugat juga
sering membentak-bentak Penggugat dan selalu
mengungkit permasalahan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui meskipun Penggugat dan
Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi mereka
sudah pisah ranjang kurang lebih satu tahun terakhir;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan dengan
menasihati Tergugat agar mencari pekerjaan apapun yang
dapat menghasilkan, tetapi Tergugat tidak mau dengan
alasan bidang tersebut bukan bidangnya dan Tergugat
hanya mau bekerja di bidang pertambangan saja,
sehingga akhirnya usaha damai yang dilakukan saksi sulit
untuk berhasil;

Saksi ll:  Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai
Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dan
saudara ipar Tergugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat
pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6

bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan
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Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun
kurang lebih dua tahun ini rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

- Bahwa menurut Penggugat, penyebab
ketidakharmonisan adalah  karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat, saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan
dan pertengkaran tersebut, saksi mengetahuinya dari
cerita Penggugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan
pertengkaran adalah karena masalah masalah ekonomi
yang mana Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan
rumah tangga tidak tercukupi;

- Bahwa saksi mengetahui meskipun Penggugat dan
Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi mereka

sudah pisah ranjang sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun sidang telah ditunda untuk
memberi kesempatan Tergugat mengajukan pembuktiannya, dan
Tergugat juga telah dipanggil kembali dengan resmi dan patut ke muka
persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor
805/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 25 Oktober 2017 yang dibacakan di
persidangan, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan, karenanya sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;
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Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat hal mana untuk
memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian
pula mediator telah melakukan mediasi terhadap pihak berperkara
sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah
ternyata berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh
mediator, Drs. H. Arifin, S.H., M.H., tertanggal 19 September 2017,

mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar
Pengadilan Agama Tenggarong menjatuhkan talak satu bain sughra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat pada dasarnya telah
mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat yang disebabkan persoalan ekonomi yang tidak dapat dipenuhi
Tergugat karena Tergugat tidak bekerja. Tergugat telah pula
membenarkan dalil-dalil Penggugat tentang keadaan pisah ranjangnya
Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, akan tetapi secara
berklausula menyatakan pisah ranjangnya tersebut disebabkan adanya
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orang ketiga dari pihak Penggugat, selanjutnya Tergugat menyatakan
keinginannya untuk tetap bersatu dalam rumah tangga dengan

Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.), bermeterai
cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang
karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat
dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim
memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya
saksi-saksi dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, masing-masing adalah
Saksi 1 dan Saksi 2 yang keduanya telah bersesuaian pengetahuannya
mengenai keadaan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat disebbakan Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat, dan
berhujung kepada pisah ranjangnya Penggugat dan Tergugat sejak
tahun 2016 atau setodaknya selama 1 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penguggat yang
merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat tersebut, adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, yang mana
keterangan tersebut saling bersesuaian dan relevan pula dengan dalil
yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan para
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat
buktinya dan tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, karenanya

dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan adanya gugatan cerai
Penggugat dan keinginan kuat Penggugat selama masa persidangan
untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat menyatakan
keinginannya untuk kembali rukun dengan Penggugat dan telah
beberapa kali diadakan usaha perdamaian di antara mereka, serta
adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama
setidaknya 1 tahun terakhir, pada dasarnya telah menjadi bukti kuat
yang menunjukkan tentang kondisi rumah tangga Pengugat dan

Tergugat yang tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun saksi-saksi
Penggugat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim
telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga
telah pecah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang setidak-
tidaknya selama 1 tahun berturut-turut dan selama itu tidak ada
indikasi Penggugat dan Tergugat akan berdamai meskipun telah
diusahakan perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi juga diketahui
bahwa keluarga Penggugat termasuk para saksi telah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal itu
berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah
menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di
mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad
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untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa
perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk
mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan
menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal

menurut kaidah fighiyyah:
Laoll ¢, dlanll cd> (e pabo duw

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada

mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-

dalil sebagai berikut:

- Dalam Kitab At-Talaq fi al-Syariah al-Islamiyah Wa al-Qonun, hal. 40

sebagai berikut:

aol8] pas arzgall sliasdl oo e e WSV cpl aie Lo az x| amuw O
4U|)9.‘».>

Artinya : “Bahwa sebab-sebab diperbolehkannya perceraian adalah
adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika
terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci
antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya
kesanggupan untuk menegakan hukum-hukum Allah;

- Dalam kitab Fighu al-Sunnah, Juz 2 hal. 248:

el OS5 zoi)l Bhicl ol azg il i cuolal s blses cui I3]s

leillo Lagin TV 0& olall jmes lglio pu 6 isall plgs aso HlaY

Artinya:  “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim
dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami,
sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu
menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara
keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan
talak ba’in”;

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil
tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998 mengabstraksikan
kaidah hukum: "Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara
suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama
dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan
kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis
gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah
dikabulkan™;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis
Hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa keretakan dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk disatukan
kembali dan kalaupun dipaksakan untuk disatukan kembali akan menjadi
siksaan bagi kedua belah pihak, karenanya alasan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal
39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang pertama,
ternyata tidak hadir kembali pada sidang berikutnya hingga pada sidang
pembacaan putusan dan Tergugat tidak mengutus orang lain sebagai
kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Berdasarkan hal tersebut,
demi mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka
Majelis Hakim sepakat membacakan putusan tanpa kehadiran Tergugat
atau diputus dengan contradictoir sebagaimana Pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Tenggarong untuk mengirimkan sehelai salinan atas
putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat
atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat
dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk

membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong
atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai
salinan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Senin, tanggal 13
November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1439
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Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua
Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati,
S.Ag., S.H., MH.l. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Mahyani, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
ttd.
Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.
Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:
- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00
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